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- "Ufeh:-ﬂé: -szdy Satriyo Mukantardjo, S.H., M.H.
o {staf pengajar hukum pidana FH-UI)

1 -Pndana Man daﬁam Rancangam EQEJHP N asmxmi

D1 d‘ﬂam naskah Rdnmncan Undancn-UnG'mg tentanﬁ Kitab Undang-
"Und‘mg Hukum P}dana (RKUHP) vang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal
Peraturan Perund’mgmundm oan, Departemen Hukum dan Hak Asast Manusia
tahun 2004, di dalam Bagian Kedua Pidana Paragraf { Jenis Pidana Pasal 62
ayat (1) Pidana Pokok terdiii atas: '

a. pidana penjara;

b. pidana mutupan;

¢. pidana pengawasan;
d. pidanadenda;dan
e. ' pidanakerja sosial,

. ’Dau ist Pasal 62 ayat (1) tersebut tidak ditemukan pidana mati sebagai
pidam pokok. Hal ini tentunya sebagai sesuatu yang sangat berbeda, apabila
dibandingkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang di
dalam Bab ITHukuman-Hukuman Pasal 10: Hukuman-hukuman ialah:

a.  huluman-hukuman pokok:

1.  hukumanmati;

2. hukuman penjara;
3. hukuman kurumgan;
4. hukuman denda.

karena dengan tegas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
menyebutkan pidana mati sebagai salah satu pidana pokok.

Apakah karena tidak mencantamkan pidana mati di dalam Bagian Kedua
Pidana Paragraf I Jenis Pidana Pasal 62 ayat (1) pidana pokok, berarti sudah
tidak ada tempatnya lagi pidana mati di dalam RKUHP Nasional 7 Jawabannya
adalah tidak! Karena pidana mati ada diatur di dalam pasal tersendiri, yaitu
Pasal 63.
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Pasal 63

Pidana mati merupakan pidana pokok vang ber. szfar khusus dan selalu
diancamkan secara alternatif

Dengan adanya‘pengmumn pidana mati di dalam Pasal 63, maka'pm'a
penyusun RKUHP Nasional (istilah yang dipergunakan oleh Prof. Mafdjono
" Reksodiputro, $.H., M.A.) masih berpegang prinsip bahwa hingga sekarang

- atau minimal hingga RKUHP Nasional produk 2004, pidana mati ma51h

" "dlperfi ukan sebagal b'wizm dari Sﬁﬂkbl p;dr.ma yang dapat dgatuh}\an oleh hak;m

Dan pm}sip bahwa p1d,:»md mati masih d1per;ukan sebdgax baﬂxan dan sanl\sz
p1dana ‘maka kalau kita tarik ke arah persoalan pihak yang pro dan konira
tezhadap pidana mati, aka para penyusun RKUHP Nasional ada pada plhak
yang pro terhadap pidana mati, tetapi dengan syarat.

H. Pemikivan-pemikiran Pro Pidana Mati

Sebagai catatan beberapa alasan pemikiran yang terkait dengan aliran
yang pro terhadap pidana adalah:

Bichon van Ysselmonde, yang menyetujui tetap adanya pidana mati,
mengatakan antara lain: “Saya masih selalu berkeyakinan bahwa ancaman dan
pelaksanaan dari pidana matiita harus ada dalam tiap-tiap negara dan masyarakat
yang teratur, baik ditinjau dari sudut kepatutan hukum maupun dari sudut tidak
dapat ditiadakannya. Kedua-duanya juie divino et humano. Pedang pemidana,
seperti juga pedang perang harus ada pada negara. Tni menjadi kewajiban dari
negara, Hak dan kewajiban ini tidak boleh diserahkan begitu saja, tetapi haruslah
dipertahankannya dan juga digunakan.”

De Savornin Lohman, * Dalam Kitab Undang-undang tidaklah boleh tidak
ada pengakuan bahwa negara mempunyai hak untuk menghilangkan nyawa
dari penjahat yang tidak mengindahkan zedewer sama sekali. Hukum pidana
it pada hakekatnya tidak lain dari hukum membalas dendam. Bila suatu
kejahatan dilakukan, maka saya masih termasuk orang yang mau mengatakan:
kejahatan itu menghendaki adanya pembalasan. Tu tidak hanya sekarang, tetapi
sepertt itulah selalu dan dimana-mana demikian. Bila seseorang menginjak-
injak zedewet sedemikian rupa sehingga dengan perbuatannya itu dia
menunjukkan tidak mengakui hukum lagi, maka negara berhak dan
berkewajiban melenyapkannya dari masyarakat.”
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_ Mr D;’Rambonnez‘ “adahh tugas dan pengaasa negara untuk memper 'ihankan_

. o :ketemban hukum. Memperi:ahank’m }\etf:rtiban hu}\um itu dlwujudkcm oleh'. S

: plddna Jadi; darisini kira be1 kes:mpu}an b'mwa penguasa negara mempunyai
-zhak untuk memldam artinya membalas kej almtan Dan hak dari penguasa

: 'umuk memidana mati it adalah ahbat yzmg }oois daripada haknya untuk -

Qfmcmba}a% denoan pldam Kalau karena }\eja}m&m itu terganggulah keiemban :

:._;Ji@l sebut dahm satu bagian yang tertentu saja, maka hubungan yang baik akan . L

B ':::dapat dll;;_l_\ukan dengan merampas kemm dekaan_n_yg_ melukal hak miliknya -
-~ dsb. Tetapi ... jika kejahatan itu tidak mengganggu ketertiban itu hanya dalam
%am'baéim tertentu saja darinya, melainkan membuangkan dan merusakkan:
seluruh keiertibas, makaKetertiban yang terancain itu dapat dipulibkan kembali
dencran benar-benar sama sekali melenyapkan seluruhnya dia ini dari turat
senanya dalam kesejahteraan wimum itu dengan membunuh penjahat tersebut,
sebab selagi dia masih hidup, makd dia masih turut serta dalam kescjahteraan
umum itn maka negara pun akan mempunyai hak untuk melaksanakan pidana

mag.”

Bapak kriminologi Lombroso dan Garofalo, “pidana mati adalah alat yang
mﬁﬂ__:iak yang harus ada pada masyarakat untuk melenyapkan individu-individu
yzu_lg tidak mungkin dapat diperbaiki lagi. Dan karenanya kedua sarjana ini pun
menjadi pembela pidana mati. Pidana mati adalah snatn upaya yang radikal
uniuk merntadakan orang-orang yang tak terperbaiki lagi, dan dengan adanya
pidana mati ini maka hilanglah pula kewajiban untuk memelihara mereka dalam
penjara yang sedemikian besar biayanya. Begitu pula hilanglah ketakutan-
ketakutan kita kalau-kalau orang-orang demikian melarikan diri dari penjara
dzm membﬂdn kejahatan lagi dalam masyarakat.”

Thomas R Eddlem dalam artikelnya “Ten Anti-Death Penalty Fallacies”,
menyanggal keras tudingan kaum abolisionis yang menyatakan bahwa hukuman
mati sebagai melestarikan suatu sikius kekerasan dan mempromosikan “sense
of vengeance” (rasa dendam) dalam kultur umat manusia. Kaum abolisionis
mengatakan bahwa kita tidak boleh mengajarkan bahwa kita pantas membunuh
orang yang bersalah (lihat pendapat Rolling pada bagian yang kontra pidana
mati;. ‘
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Achmad Ali, “hukuman mati sangat dibutuhkan khususnya di I.ndonesia,' fétapi
har__ils diterapkan secara spesifik dan selekrif. Spesifik artinya hukuman mati
'di_terzip}qan untuk kejahatan-kejahatan serius (“heinous’) mencakupi korﬁp_si,
pe_n_gedar._ narkoba, teroris, pelanggar HAM: yang berat dan pembunuhan
berc'ﬁ_cana. Dan yang dimaksudkan dengan selektif adalah bahwa terpidana
. yang di jatuhi hukuman mati haros yang benar-benar yang telah terbukti dengan
 sangai meyakinkan di pengadilan (“beyond reasonable doubt”) bahwa memang
- dm}ah sebagai pelakunya. Misalnya, terdakwa sendixi secara gzﬂnb_lar;g-mengéhﬁ
perbuatannya, seluruh alat buki memang “menyatakan” diri terdalcwalah sebagai
pelakunya. Masih menurut Achmad Ali, UUD 1945 hasil Amandemen, sama
sekali tidak melarang hukuman mati. Memang benar ada Pasal 281 ayat (1),
yang berbunyi: : p

“Hak untuk hidap, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran
dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak
untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak
dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi
manusia yang fidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”

Tetapi, Pasal 281 ayat (1) harus dilengkapi dengan juga memahami apa yang
terkandung dalam Pasal 287 ayat (2) yang berbunyi:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib
tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang
dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta
penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk
memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral,
nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu

masyarakat yang demokratis.”

Jika hanya membaca Pasal 281 ayat (1) itu saja, maka memang terkesan seolah-
olah konstitusi kita “melarang hukuman mati”, tetapi begitu kita membaca
lengkap Pasal 281 ayat (1) maupun Pasal 28] ayat (2), maka dapatlah ditarik
suatu kesimpulan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak
kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak,
hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut
atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak
dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, tetapi pelaksanaan hak tersebut harus
dibatasi bahwa pelaksanaan semua hak tersebut haruslah:
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sesuai dengzm uncizm g«undan -
‘sesua dengzm pertzmbmvan mox dl T
se%uai denoan nilaiagama; dan '

esuai denmn keaman‘m dan keferﬂb,m TN,

SR _ahk‘mnya jamman halx yang ada dalam Pasal__ -
- 231 ayai(l)ﬂu dimunckmhn jikabeidam;}\an undang»«uﬂddng, pertmlbangan__ s
01 :mlal ag‘una demi keamanan dan ketcri’bem umum ' ' -

Denoan }\ata 1&111 “dlk@: u

RN, Lebih pentmg 1ao~1 adaldh hukuman mau tei‘&p dtpex iuhcm k&x ena tmdakzm_" -
o dan peldku sendiri yano tidak lagi mempedntlk'm aspek }\ehidupan yang
ﬁei“perﬁ«:e“mnusm&n (Sﬂa kedua dari Pancasua) dan kehidupan yfm penub \
denvan herkeadﬁan sasna?. ( Sﬂa kehma dari i Pamasﬂa} '

Pexmkar hukum p1dama Isiam Indonesia, Daud Rasyid, tei I\an dengan
pidana mati menyatakan, untuk memahami sanksi-sanksi pidana dalam
pér'spéktif Islam, kita eebéikﬂya terlebih dahulumelihat Islam dalam acvan
berfikir yang global. Hal ini penting. agar kita terhindar dari kekeliruan dalam
umahamt konsep Islam yang menganut sistem universal dan holistik.
Memandang Islam dalam sudut “vonis’ semata, tanpamengaitkannya dengan
asfjék lain yang sesungguhnya tak boleh terpisah, dapat memberikan kesan
yang tidak positif tentang agama [slam. '

Dalam prinsip ‘Agidah Islam’, yang berhak menetapkan hukum untuk
mengatur kehidupan manusia, hanyalah Allah. Prinsip ini lazim dikenal dengan
‘Al-Hakimiyatu Lillah’, Hal ini sangat rasional sebab yang lebih mengetahui
tentang seluk beluk manusia, kelebihan dan kelemahannya, adalah Sang Pencipta
manusia itu sendiri. Oleh karenanya, Dialah yang berhak menetapkan hukum
yang benar dan adil untuk manusia.

1. Talsafah ‘hukuman’ dalam Islam

Dalam konsep filosofis Pidana Islam, “hukuman’ atas sesuatu perbuatan
haruslah “setimpal” dengan kejahatan vang dilakukan. Atas dasar ini, kita melihat
bahwa membunuh orang lain, hukumannya yang setimpal adalah dengan
membunuh s1 pelaku. Menyakiti atau memotong bagian tubuh orang lain,
hukumannya yang setimpal adalah dengan perbuatan serupa. Sebab jika
pembunuh diganjar dengan penjara enam atau tujuh tahun saja, seiain terasa
tidak setimpal, juga dapat menimbulkan kejahatan baru, di mana keluarga
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terbunuh tidak merasa puas atas hukuman itn. Akibatnya peiampiasaﬁ rasa
dendam tak dapat dihindari untuk membunuh si pelaku pembunuhan.
- Masalahnya tidak berakhir sampai di sini. Masing-masing pihak saling maﬁi_mtat
pembalasan yang mengakibatkan terjadinya pernbunuhan berkesinambﬁﬁgam
Hal ini pernah terjadi di Jawa Timur. Tetapi, jika sejak awal hukum gmhash
__d: j atuhkan }q,pftd(l si pembunub. Masing-masing pihak tidak lagi menyimpan
rasa deﬂd&m Karena huiumannya setimpal, sesuai dencran ketentuan Allah
SWT dan yang men}amhkannya adahh negara, bukdn ‘aalah satu p1 ha%g yang
b@i‘ﬂj\.&l RN © il . - : .

8 Bd,l angkfzh sebagzu contoh da.u asas setimpai’ i dapat kita simak lulSLIH
pembantdmn sadis di Clbubm Jakuim, terhadap satu keluarga yang ten dm dari
seorang ibu dan tiga anak- anaknya yang masih kecil oleh seoran g fctan gganya
bernama Philipus. '

Sesungﬁuhnya pidanamati diundangkan Allah SWT dalam hulumnya yang
bertujuan uniuk menjamin keamanan dan kelangsungan hidup manusia secara
umum. Dalam hukum Qishash itu terdapat jaminan yang cukup besar bagi
pertindungan terhadap hak asasi manusia. Betapa tidak, dengan menjalankan
Qishash, tak setetes darah pun yang tumpah, dapat diabaikan begitﬁ;} saja.
Hak hidup mmanusia terjamin dengan sebenar-benamya. Adapun dalam keadaan
di mana hukum syari‘at tidak dijalankan, maka nyawa manusia lebih murah
dari nyawa seekor ayam.

Kemudian ‘hukuman’ harus sesuai dengan ‘rasa keadilan’. Rasa keadilan
di sini yang dijadikan sebagai parameter adalah rasa keadilan Tuhan.

Salah satu tujuan hukuman ‘setimpal” adalab unimk menanamkan rasa talast
kepada setiap orang yang ingin melakukan perbuatan tersebut. Jika kejahatan
‘membunuly’ dihukum dengan ‘gishash’ (pembalasan), maka setiap orang,
barangkali akan berfikir berkali-kali ketika akan melakukan pembunuhan.
Namun, karena hukuman atas kejahatan ini terasaringan, tambahan lagi proses
penegakan hukum mungkin masih bisa ditawar-tawar, membuat orang-orang
vang lemah imannya tidak takut melakukan pembunuhan. Padahal dalam
pandangan Islam, menghilangkan nyawa orang lain hanya boleh karena dua
faktor:

(1) Kehendak Allah, dan
(2) Konsekuensi penegakan hukum-Nya (eksekusi atas putusan hakim).

o
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Atas dasar itu, konsep Hukum Islam menelapkan perbuatan tertentu yang
changgap sebagai kejahatan yang melanggar hukum (/ Jar imah), da“l karenanya
'. dlancam dengan hukuman (‘uqubah). : : -

?; Kﬁasmkasx Perbuaian Pndana éalam Esﬂam

_ deak Pidma dalam Islam dapat dib'm afas tiga bagxan :
_ 1 demkan Pidana yancr d:xancam dengan hukuman terteniu dan mutlak (a/-
- Hudm’ ) yang mencakup Le‘:ahatan-}xejah'itm berat seperti: Hubungan seks -
' .'-yang tidak Iecaj (zina), mmudmh orang bezzim (gazf), meminum benda-
benda yang memabuk‘ kan (syurb al-khamr), pencurian (sarigah),
~perampokan y yzmU dzsertai deng;‘m pembunuhan (hirabat ), merekayasa
huru-hara/subversi { al—baglwu) dan muriad dari agama Islam { riddah).
_ Kelompok pertarn:x ini merupakan kejahatan berat yang mengganggu
" ketertiban umum dan ketenangan dalam masyarakat. Karenanya,
' dlkateoomkan sebaoz«u hak Allah SWT. Artinya, jika kasus di atas telah
~‘terpenuhi persyar atannya secara lengkap, maka hakim tidak berhak
“mengubah hukuman yang telah ditetapkan. Tetapi, jika persyaratan yang
diminta tidak terpenuhi, maka hakim tidak boleh menerapkan hukuman
- hudud. Umpamanysa, empat orang saksi yang harus menyaksikan langsung
kasus perzinahan, jika tidak terpenuhi (misalnya, kurang satu orang), maka -
hukum had tidak dapat diterapkan.

2, Tindakan Pidana yang diancam dengan hukuman pembalasan setimpal (a/-
Qishash) dan ganti rugi (ad-Diyat).
Kelompok kedua ini agak berbeda dari yang pertama karena di sini terdapat
perpaduan antara hak Allah dan hak manusia. Contohnya, dalam masalah
pembunuhan. Hukuman yang pertama adalah gishash dengan menjatuhkan
hukuman mati bagi si pembunuh setelah terbukti dan terpenuhi syarat-
syaratiya. Tetapi, dalam keadaan ahli waris si tetbunuh memberikan maaf,
maka hukuman alternatif adalah membayar diyat (sejenis ganti rugi) yang
besarnya seratus ekor unta, atau dua ratus ekor sapi. Inilah vang dimaksud
dengan perpaduan hak Allah dan hak manusia.

3. 'Tindakan Pidana yang hukumannya diserahkan kepada keputusan hakim
(ai-1a’zir). Misalnya: berduaan dengan lawan jenis yang tidak halal,
merugikan harga diri/kehormatan orang lain, dan berbagai pelanggaran
hukum lamnya.

g
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_ Ancaman ‘pidana mafi’ dalam pidana Islam mencaixup empat kejahdtan
ST pe1buat'm zina;
' (2) perampokan dan subversi;
(3) pembunuhan (menghilangkan nyawa orang lain) dalam hal tld'd\
mendapat kemaafan dari ahli waris; dan '
- (4} pengkhianatan terhadap agama (murtad).

e .Demlium sasaran yang ingin dicapai dibalik penerapan hukum IQIE}_H} adalah
o -temm udnya }fedmandn ketenteraman dan sekahﬁus I\ebahaonan daiam
G -jkeh}dupan manusia di dunm dan akhirat. -

' Hi Peﬂgaiumn Lebah Lanjut Pidana Mau daﬁam REKUHP Naszemaﬁ

A Pidana Mati Pidana Pokok yzmg Bersifat Khusus

Seieiah adanya pengakuan atau ada pada pihak yang pro terhadap pldana
mati— Wa}aupun dengan syarat — maka kemudian menarik untuk memperhatﬁxan
aturan lebih lanjut mengenai sanksi pidana tersebut. Ketertarikan terkait dengan
apa yang menjadi alasan pembentuk RKUHP Nasional menempatkan pidana
mati “merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancam
secara alternatif”, walaupun tidak mencantumkannya menjadi satu dengan
Jjenis-jenis pidana pokok lainnya.

Pidana mati merupakan pidana pokok vang bersifat khusus dan selalu
diancam secara alternatif. Dari pernyataan sebagai pidana vang bersifat
khnsus, maka di dalam RKUHP Nasional dikenal ada 3 (tiga) jenis pidana,
Pertaina, pidana pokok yang terdiri dari: a. pidana penjara; b. pidana tutupan;
¢. pidana pengawasan; d. pidana denda; dan e. pidana kerja sosial. Kedua,
pidana tambahan yang terdiri dari: a. pencabutan hak terfentu; b. perampasan
barang tertentu dan atau tagihan; c. pengumuman putusan hakim; d. pembayaran
ganti kerugian; dan e, pemenuhan kewajiban adat. Kefiga, piddana pokok
yang bersifat khusus dalam hai ini adalah pidana mati.

Apa yang menjadi makna pidana mati merupakan pidana pokok vang
bersifat khusus? Menurut penjelasannya dikatakan “pidana mati yang
dicantumkan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini
benar-benar bersifat istimewa. Jika dibandingkan dengan jenis pidana yang
lain, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Oleh karena itu,
harus diancamkan secara alternatif”
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Tel nyat‘l dari penjelasan k}ia t1dak memperoieh Legehsan dpa makna _
- }dmms tersebut, akan ietapi yang ada adalah mengapa ditempatkan pada bagian -

"yanc khu%us dau tidak menjadi satu dengan dengan pidana pokok lanmya
_ ;Demﬁuan juga, pendapat da.n palxal hukum pidana Prof. Dr, Barda Nawawi

AT ;ef 5.H. yang menyatakan .. .periimbangan utama dlgesemya kedudukan _
' :'_'_pzd'maman itu dida.smkan pada pe;m}\nzm bahwa dlhhat dari tujuan pem&&maan o
- 'dan ‘ﬁguzm dlddakanny't/dlgunakam}ya hukum pidana (sebagai salah safu sarana -
T kebijakan kriminal” dan “I{Lbuakdn sosial ), pldam mati pad'1 ha}\lkatnya
- _ lmamanc bukanlah Szu dl}'l utama (saraﬁa pok ok) untuk mengatur, menembl\an

dan memperbaikl m'isyaz akat. Pidana mati. hanya mer upakdn sarana
' pexkecuaimn Pennku ail demﬂqan dapal mzdentxkkzm denfran sarana “amputasi”’

atau Oper. asi” di bld'mcr Ledoktel anyang pach hakikatnya juga bukan sarana/
obat yang utamd fetapi hanya mer npakan upaya perkecualian sebagai sarana/
obat terakhn "1 Jadi, kata “khusus” tersebut tidak hanya sekedar menunjuk
p'lda penempdtazmya yang khusus akzm tetapi juga dengan mengingat dari
sifat p}dana mati yang. “bukanlah sarana utama (sarana pokok) nntuk mengatur,
manfz_mbkan danmem perbaiki masyar akat.” Tentunya menimbulkan pertanyaan
apakah memang benar bahwa pidana mati digambarkan demikian. Dengan
m&ncmgat pendapat -pendapat yang pro terhadap pidana mati di atas.

Apakah Khusus tidak terkait dengan per soaian dar1 516 (lima ratus enam
bel_a_s) pasal tindak pidana yang ada di dalarn RRUHP Nasional sepenglihatan
penulis hanya ada pada tindak pidana - yaitu Pasal 213 tentang maker terhadap
Presiden atau Wakil Presiden dan Pasal 267 ayat (2) tentang makar terhadap
Kepala Negara dari negara sahabat dan tindak pidana terorisme Pasal 238,
Pasal 240, Pasal 241, Pasal 256 juga tindak pidana korupsi Pasal 666 ayat (2)?

Sehingga makna khusus di sini adalah menyangkut korbannya yaita
Presiden, Wakil Presiden ataw Kepala Negara dari negara yang
bersahabat dan tindak pidananya yaita terorisme dan Korupsi.

Menjadi pertanyaan adalah apakah nyawa seorang Presiden, Wakil
Presiden atan Kepala Negara dari negara yang bersahabat berbeda
dengannyawa orang pada umumnya? Bagaimana halnya dengan pembunuhan
berencana, seperti yang diatur di dalam Pasal 554 RKUHP (Pasal 340 KUHP)?

' Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1996,
hal, 99
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~Sejauhmana ancaman ‘pidana mati’ diperfukan untuk jenis-jenis. tindak
: pidana yaﬁg lamnya seperu dalam pldana Islam yang mencakup 4 (empat)

11" :'perbuatan zina;
2. perampokan dan subversi;
30 .-.pembunuhan (menghﬂangkan nyawa orang Eain) da}a.m hal ﬁd’l}x mendapat :
" kemaafan dari ahli waris; dan : :
4T ---_5peng}<h1ana_t4n terhadap agama (mu}‘md). A

; Dﬂaﬁjﬁ&aﬁ dengan pertanyaan apa yang menjadi makna dari “dan selalu
dzancam secara alternatif”? Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pidana mati
tidak pemah diancamkan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) secara berdiri
sendiri. Artinya kalau JPU mengancamkan atas tidak pidana sebagaimana diatur
dalam Pasal 199 atau Pasal 231 ayai (2) dengan hukuman mati, maka kemudian
harus diikuti dengan “afau pidana penjare seumur hidup aiau pzdana
penjarapaling lama 20 tahun™. Semua den gan maksud sebagaimana diator
dalam Pasal 80 bahwa “Pidana mari secara alternatif dijatuhkan wbagaz
upaya terakhir uniulk mengayomi masyarakat.”

Sampai dengan pengaturan dan penjelasannya Pasal 61 dan Pasal 80,
meaka tampaknya walaupun ada pengakuan mengenai keberadaan pidana mati
dalam RUU KUHP Nasional, namun dalam pelaksanaannya menjadi sangat
seleltif dan limitarif.

B. BeberapaAturan Pelaksanaan Pidana Mati

Merujuk pada Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) RKUHP Nasmnai yang
menyatakan:

Pasal 86

(1). Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan 10

(sepuluh) tahun, jika:

a. reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar;

b. terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk
diperbaiki;

c. kedudukan terpidana dalam penyertaan pidana tidak ferlalu penting;
dan

d. adaalasan yang meringankan.
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' (2) }ﬁ{d te rpidana seiama mdsa percobaan sebaaaimana chmal\sud da"iam ayat SR
() menun;uld{an sﬂcap dan perbuatan yang EE:I‘pUjl maLa pldana mati dapat S
I;i_b'lh men; jadi pldana seumur }mdup atau pxdana penﬁra p’lhng lama 20 Lo
(dﬂa pnluh) tahun denﬁan Keputusan Memen Hukum dan Pemndanc-_ o :

mldancan

: ' '_penjara pahno }ama 20 (du’i puiuh) tahun. |
' Atm an tel sebut memnooamm berbaoal peﬁa.ny aan.

Pertamﬂ pm}u dunorat bahwa penundaan peiakscmadn pidana matl denﬂau
Imsa pﬂcobaan selama 10 tahun tersebut sﬁamya adalah “dapat”, Penggunaan
ata “dapaﬁ” mempunyzu arti yang t;dak pasti. Dapat berarii “va’ atan “Hidak”,
sangat tergantung pada ukuran yang juga sangat tidak objekif dan sangat sulit

untuk mencart ukurannya, yaitu:

1. reaksi magyarakat ter hadap terpidana tidak terlalu besar;

2. "-'tetp;dam menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan uniuk diperbaiki;
3." “kedudukan terpidana dalam penyeriaan pidana uda}\ teﬂﬂu pentmg, dan
4.+ ada alasan yang menngankan

Kedﬂa, ukuran

1. _1@&1& ma‘syarakat terhadap teqndana tidak terlalu besar;

2. terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki;
3. kedudukan terpidana dalam penyert'tan pidana tidak terfalu penting; dan
4, . :ada alasan yang mezmgankan

bersifat kumulatif ataukah alternatif. Dengan menengarai adanya kata “dan”
padanomor 3, nampaknya perancang RKUHP Nasional menghendaki adanya
sifat kumulatif. Maka dapat dikatakan sangat selekiif sekali dalam pengaturan,
pelaksana dan mungkin menjadi sangat sulit seseorang untuk dapat
memenuhinya, atau dengan kata lain sebetulnya RKUHP berprinsip sekali
padana mati dijatuhkan maka tidak akan terjadi perubahan.

Ketiga, bilamana evaluasi akan dilaksanakan? Apakah sudah dirmulad pada saat
g P p

pelaku tindak pidana ditahan, ataukah setelah ia menjalani pidana? Bukankah
proses “pembinaan’” dilaksanakan selama statusnya sebagai “narapidana”™?
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_ '_'untuk memasuki masa percobaan 10 (septﬂuh) tahun den gan akzbat hukum B
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@;WEEGM :ﬁmm Yol 2. M;rrerzaﬁj
g Aﬁ 1 Reaksn masyarakat ter hadap ﬁ:erpzéana tidak terlalu besar e

| _ ;Basama'ma calamanentukaﬁbahwa reakm masyaralxat ierhadap terp;dma ﬁ;xd‘ak

" ter iagu besar dan terkalu ﬁesm? Apakah diletakkan pada’ tlngl\at

: pembentaannya di media massa (cetak dan/atau elekir 01111\)‘? Bagmman& Jikalau
“suatu kasus pldana mati Iuput dari pembei itaan, apakah berarti tei hadap
o terpldana akan mempeloieh masa pez cobaan selama 10 t'thun'? i

3 _ Ad 2 _;'..Terpxdana meamnj ukiaan rasa menyﬂsai ﬁan ada harayaaa umtums:
. _.'dlperbazlﬂ : ; -

Bagaxmana cau anya untuk menentukan bahwa terpzdzma telﬁh menun 3 ul\\kan
rasa menyesal. Sebab menurnt pengalaman, apabila ditanyakan kepada
terpidana “‘apakah anda menyesal telah melakukan tindak pidana yang béra}\ibdt
dl_} atubkannya pidana mati?. Maka dapat dipastikan mereka akan menjawab
ya menyesal”. 'Apakah dengan melihat perilakunya selama di dalam Lembaga
Pemasyarakatan? Warga binaan dalam setiap kesempatan bertemu dengan
petugas Lembaga Pemasyarakatan pasti berperilaku untuk menunjuhkan
penyesalan atas perbuatannyq
Ad.3. Eedudukan terpldana dalam penyertaaal pidana tidak terialu penting
Tentunya pengertian dari istilah penyertaan pidana terkait dengan aturan dalam
KUHP Pasal 55 dan Pasal 56 (REUHP Pasal 20). Dari sekian jenis penyertaan
maka yang memungkinkan untuk dikaitkan dalam persoalan ini adalah penyertaan
dalam bentuk “turutserta melakukan tindak pidana” medeplegen dan
“membantu melakukan melakukan tindak pidana medeplichiig tidak untuk
“menggerakkan melakukan tindak pidana” uitlokker. Walaupun sama-sama
dipidana “sebagai pelaku”, maka kalau memang “gradasi” keterlibatannya
adalah lebih rendah suatu hal yang wajar apabila pidananya tidak disamakan
dengan pelaku tidak langsung intelectual dader.

Ad.4. Ada alasan yang meringankan

Apakah yang dimaksudkan sebagai alasan yang meringankan dalam Pasal ini
sama dengan isi di dalam Bagian Kesembilan Remisi Pasal 34 Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Tata Catra Pelaksanaan
Hak Warga Binaan Permasyarakatan? Kalau vang dimaksudkan adalah sama,
miaka terdapat 3 (tiga) alasan untuk meringankan, yaitu:

1. berbuatjasa kepada negara;




Rancangan KUHP Nasional _Menﬁhindari.fPidané_Mati .

2. _: melakuh‘m pe1buatan yang beimanfaatbaomegaraatau kemanusmaa atan -

"3 me}al\ukm kegmtzm ya:ag membamu ke mtan LAPAS, "

Sehmﬁga penaaturan dan penjelasqnnya Pasal 63 dan Pasal 84 dan :
' ditamba,h dengan Pasal 85 dan 86, n1akatampaknya walaupun, ad%penga}man o

menuenaz kebel adaan pxdana mau dalam RKUHP N, asmnal namun dalam

.pelaksmlaannyamenjadl sangaf 9€lekz‘zfdan llmzmtyfdammbah 12181 menﬂalazm o

_ .W‘ﬂdu yano nanszs:yaitu adanydmasapercobaan —— o

E C ?adana M&ti dan Masalah Gmsx

i{menman Gms; daiam RKUH? Nasmnai : o

Ketemuan ch dalam RKUHP Nasional yang mencatm mengenat grasi yang
dlkaltkan dengan pidana mati dapat dilihat di dalam Pasai 87 yang menyatakai:

Pasal 87
Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan
selama 10 (sepululy) tahun bukan karena terpidana melarikan dirt, maka pidana
mati tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup denﬁan Keputuszm
Menteri Hukum dan Perundanmundangan v 2

".Dau 181 Pasal 87 tBl sebut | ingin dltunjukkan atau mmalisudkan adanya
pem’beﬁan kepastaan pelaksanaan pidana mati. 3 (tiga) syarat yang
diberikan oleh pasal tersebut, yaitu:

Pertama, adanya penolakan grasi; Kedua, dalam jangka waktu 10 tahun tidak
dieksekusi setelah grasinya ditolak;Ketiga, bukan karena melarikan diri. Maka
pidana mati dapai diubah menjadi pidana seumur hidup.

- Walaupun telah dicoba diberikan jaminan kepastian hukum oleh pasal
tersebut, namun karena dipergunakan kata “dapat” maka jaminan kepastian
hukum tersebut menjadi mentah kembali. Kemudian mengapa harus menunggu
adanya Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan? Mengapa tidak
secara dengan sendirinya dan langsung menjadi kewenangan Kalapas?

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi

Apabila ketentuan di dalam Pasal 87 RKUHP Nasional dikaitkan dengan
Pasai 2 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002
tentang Grast:
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Pasal 2

= (’) ) ?ermohonan gra31 sebaﬁzumana dimaksud pada ‘1yat () hanya dla; uLem i

(satn) k‘ﬂl kecuah dalaxn hal: e

A :

b Terpzdana yan pemdh dlben grasi dam pidana matt menj acii pidana
- penjara seumur h::dup dan telah 1€Wdt waldu 2 (dua) tdhun seja}i f{zmcvgai
keputuvm pembenan omsz dlteﬂ ma,

Dam I\etentuan tersebut dapat dxket'ﬁlm bahwa baginar apzda.na yano

e pemah dijatuhi pidana mati dan kernudian mengajukan grasi dan tex nyata

" kemudian diterima, 2 tahun setelah menerima grasi, maka narapidana iex sebut
dapat mengagukan grasz lagi. Ketentuan ini merupakan pengecualian, katena
pada dasarnya grasi hanya dapat diminta satu kali saja. Dengan demikian grasi
yang pernah diberikan terhadap putusan pidana mati yang grasinya ;'jemah
diteruma adalah sebagai pengecualian.

D, Hukuman Pidana Mati dan Sekaligus Penjara

. Kepada penulis pernah disampaikan tabel Daftar Terpidana Mati yang
Ditolak Grasinya per 7 Februari 2003 dari Direktur Bina Registrasi dan Statistik
Direktorai Jenderal Pemasyarakatan. Menarik untuk memperhatikan tabel
tersebut terutama pada kolom ke 6 Lama Pidana yang Telah Bzgalam
Dari anoka yang ada, maka waktu menumggu dari 8 {delapan) orang vang
grasinya ditolak oleh Presiden yang berarti sudah dinyatakan stap untuk
dieksekusi” adalah antara 5 tahun 5 bulan sampai dengan 32 tahuan!

Karena judul kolom dan perlakuan yang diterima dan diberikan oleh
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) terhadap ke § ( delapan) orang, maka waki
antara 5 tahun S bulan sampai dengan 32 tahun diartikan bahwa terpidana
telah menjalani pidana penjara vk waktu sementara antara 5 tahun 5 bulan
sampai dengan 32 tahun tersebut. Dari hal ita kemudian memuncullkan beberapa
pemikiran dan pertanyaan, yaitu:

Pertama, selain hakim telah menjatuhkan sanksi pidana mati, secara tidak
langsung dan dengan sendirinya terpidana Juga telah dijatuhkan dan telah
menjalani pidana penjara untuk waktu sementara yan g lamanya tergantung
sampai dengan kapan grasi akan ditolak oleh Presiden;

h
<




.Rancanﬂan.KUHP Nasionz! Menghindari Pidasa Mati

: .'Kedua pldana penjara W’il\ill sememara selqan tahun tersebut telah dljatuhkan

dan bahk'm telah dijalani oleh terpidana untuk suatu tindak pidfma yang

. notabeneny'a telah d1J atuhl hukuman pldaﬂa ymm p1dana mait;

x ::Eéetwa, pldana penjara waktu sementara sekian tahun yang telah d}jatllhkan

dan bahkan dljalam oIeh terpldana ‘ﬁdak dﬂaksanakan melalm proses

' pJSidangan

. ; Keemp&t L’u‘end Pxemden yang, m@nenmkan meno]ak grasi, maka Presiden - |
= __te]ah mencambll ahh paran’m yang chmﬂﬁq oleh hakim hanya pada meng atulﬁcan '

pzdana pen;ara unmk W'thu sementam

Kehma, jangka wakta 1dmanya_pz_dana penjara untuk waktu sementara tidak
 pasti, tetapi yang pastl terpidana sudah menjalaninya, menunggu dan menjalani
hukuman pidana penjara, itt yang d1alamn oleh mereka;

K@emam men Jalam pidana penjara untuk waktu sementara selama 32 tahun,
-~ adalah jelas menyalahi batas maksmum pidana penjara untuk waktu sementara
yang diatur dalam Pasal 12 ayat (4) KUHP yang menyatakan “(4) Lamanya
hukuman penjara sementara itu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua
pulub fabun”

Ataukah kita harus memberikan pendapat bahwa jangka waktu antara 5
tahun 5 bulan sampai dengan 32 tahun adalah kebaikan untuk kesempatan
hidup antara waltu itu yang diberikan oleh Presiden. Daripada begitu putusan
telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan hakim menjatuhkan sanksi pidana
mati keesokan hari langsung terpidana dieksekusi . . .dor dan nyawa melayang.
Pendapat tersebut masih menyisakan pertanyaan mengapa muncul variasi antara
5 tahun 5 bulan samepai dengan 32 tahun, untuk tindak pidana vang
sama?

Persoalan yang sama tidak menutup kemungkinan akan terjadi dengan
memperhatikan isi dari Pasal 87 ayat (3) RKUHP Nasional yang menyatakan:

Pasal 87

(3} Jikaterpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada
harapan untuk diperbaiki, maka pidana mati dapat dilaksanakan atas
perintah Jaksa Agung.o
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